
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

GBHN Tahun 1993 mengatakan, bahwa pembangunan

jangka panjang kedua bertujuan mewujudkan bangsa yang

maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin

sebagai landasan bagi tercapainya tahap pembangunan

berikutnya dalam rangkamenuju masyarakat adil dan

makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menetapkan

sasaran umum pembangunan nasional,yakni terciptanya

kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia

yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan

sejahtera lahir bathin, dengan titik berat

pembangunan pada bidang ekonomi, yang merupakan

penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas

sumber daya manusia.

Paparan di atas memperlihatkan besarnya

perhatian pemerintah dalam menangani sumber daya

manusia, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa

saat ini manusia dengan segenap potensinya merupakan

suatu kekayaan yang dapat dimanfaatkan terus menerus

dan tidak akan habis seperti halnya sumber daya alam.

Berangkat dari pemikiran tersebut maka potensi yang

dipunyai manusia sebaiknya terus digali dan dikem-
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bangkan untuk nantinya disumbangkan bagi pembangunan

yang sedang dilaksanakan saat kini demi mewujudkan

masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur

dalam keadilan. Maka tidaklah berlebihan bila ada

pendapat yang mengatakan bahwa keberhasilan pem

bangunan itu sangat ditentukan oleh faktor manusia

dan manusia yang menentukan keberhasilan ini haruslah

manusia yang mempunyai kemampuan membangun (Fakry

Gaffar,1987:2). Walaupun pada saat ini titik berat

pembangunan diletakkan pada sektor ekonomi, akan

tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kunci keberha

silan dan kemajuan ekonomi tersebut sangat ditentukan

oleh faktor manusia tanpa mengenyampingkan faktor-

faktor lainnya. Selanjutnya Fakry Gaffar (1987:6)

mengemukakan bahwa manusia yang dimaksudkan itu

adalah manusia yang berkualitas dalam arti ber-

pengetahuan, terampil, berdisiplin, mempunyai daya

juang yang tinggi yang memungkinkan dia berkemampuan

untuk membanguan ekonomi dan berkemampuan untuk

memanfaatkan berbagai faktor pendorong terjadinya

pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi selama ini dalam

kegiatan pembangunan yang terus melaju masih

dihinggapi kesenjangan fundamental, yaitu kesenjangan

yang terdapat pada manusia itu sendiri sebagai inti

pembangunan nasional yaitu kesenjangan atau krisis

produktivitas kualitas manusia (Engkoswara,1987:10).
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Mutu sumber daya manusia Indonesia merupakan

kata kunci yang terdapat dalam Ketetapan MPR RI

No.II/MPR/1993 tentang GBHN dan Undang-Undang RI

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Berbicara tentang pembangunan manusia

Indonesia, pada gilirannya akan sampai pada

kesimpulan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupa

kan upaya strategis dan kunci bagi keberhasilannya.

Mutu pendidikan mempunyai banyak dimensi, tetapi pada

akhirnya dimensi belajar dan mutu hasil belajar

merupakan ujung tombak mutu pendidikan (Achmad

Sanusi, 1990). Pandangan semacam itu menjadikan ke-

beradaan guru yang bermutu dalam jumlah yang cukup

dan peranan siswa dalam belajar merupakan tumpuan

upaya peningkatan mutu pendidikan. Tanpa mengurangi

kualitas kurikulum serta lingkungan sosial budaya,

guru merupakan faktor kunci keberhasilan upaya

memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan. Sebaik

apapun program yang dibuat kalau mutu gurunya tidak

mendapatkan perhatian yang cukup, maka akhirnya

program tinggal program sedangkan mutu tidak pernah

berubah. Kalau mutu pendidikan tidak berubah maka

mutu sumber daya manusianyapun tidak akan berubah.

Bila ini dibiarkan berlarut-larut maka niscaya bangsa

Indonesia akan ketinggalan oleh bangsa-bangsa lain

yang sudah menyadari akan pentingnya kualitas sumber

daya manusia. Pemerintah sadar benar bahwa
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kesenjangan kualitas sumber daya manusia ini

merupakan faktor penghambat yang mengganggu jalannya

pembangunan, maka sangat tepat adanya bila sumber

daya manusia yang berkualitas dijadikan prasyarat

dalam pembangunan jangka panjang kedua.

Salah satu wahana yang sangat tepat untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut

ialah pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu

proses latihan dan pengembangan pengetahuan,

ketrampilan, pikiran, karakter dan sebagainya.

Apabila kita berbicara pendidikan maka keberadaan

guru sebagai petugas paling depan dalam melaksanakan

program-program pendidikan tidaklah terbantahkan,

karena sebaik apapun program yang dibuat oleh

pemerintah bila gurunya tidak berkualitas maka

tidaklah berlebihan bila proram tersebut tidak akan

mencapai tujuan yang diinginkan. Bila kini pemerintah

memandang bahwa mutu guru harus ditingkatkan maka hal

tersebut merupakan bagian dari peningkatan sumber

daya manusia.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, data

statistik persekolahan Depdikbud tahun 1992/1993

menunjukan bahwa di Indonesia masih terdapat 73,1%

guru SLTP dan 56,5 % guru SMU belum memiliki

kualifikasi SI. Dalam rangka meningkatkan mutu tenaga

pengajar di sekolah-sekolah tersebut, mulai tahun

akademik 1996/1997 Dirjen Dikti Depdikbud menyediakan
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beasiswa Program Penyetaraan SI melalui pendidikan

dalam jabatan untuk berbagai bidang studi di 31 LPTK.

Beasiswa tersebut ditawarkan secara kompetitif kepada

semua guru SLTP dan SMU yang telah berijasah D3 serta

berminat melanjutkan studinya ke program SI.

Propinsi Bengkulu sebagai sebuah propinsi yang

relatif muda dan relatif tertinggal jika dibandingkan

dengan propinsi lainnya di daerah Sumatra berdasarkan

data yang ada, ternyata saat ini masih terdapat guru

yang mengajar di SLTP maupun SMU yang masih ber-

pendidikan Diploma 3. Pada tingkat SMU untuk berbagai

bidang studi yang saat ini berijazah Sarjana Muda dan

Diploma 3/Akta 3 tercatat 561 orang, sedangkan jumlah

guru tingkat SLTP yang berpendidikan Sarjana Muda dan

Diploma III berjumlah 641 orang. Program penyetaraan

itu sendiri mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualifikasi guru SLTP maupun SMU.

2. Meningkatkan mutu tenaga pengajar di sekolah-

sekolah SLTP maupun SMU

3. Memberikan bekal pengetahuan kepada tenaga

pengajar di sekolah-sekolah SLTP maupun SMU agar

benar-benar menjadi tenaga profesional di bidang

pendidikan

4. Membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan

program wajib belajar.

 



FKIP Universitas Bengkulu sebagai sebuah LPTK

yang berada di ibu kota Propinsi Bengkulu menjadi

salah satu dari sekian banyak LPTK yang diberi tugas

untuk melaksanakan program tersebut. Tahun akademik

1996/1997 telah dibuka 9 bidang studi, yaitu: (1)

Biologi; (2) Fisika; (3) Kimia; (4) Matematika; (5)

Sejarah; (6) PPKN; (7) Bahasa Indonesia; (8) Bahasa

Inggris; dan (9) Ekonomi Akuntansi.

Sembilan bidang studi yang ditawarkan tersebut

diatas telah terisi oleh 284 pendaftar setelah

sebelumnya diseleksi terlebih dahulu oleh suatu Tim

yang khusus bertugas untuk itu. Adapun sebaran dari

ke 284 karya siswa tersebut adalah sebagai berikut :

No. Program Studi

1. : Biologi

2. Fisika

3. : Kimia

4. Matematika

5. Sejarah

6. : PPKN

7. Bahasa Indonesia

8. Bahasa Inggris

9. Ekonomi Akuntansi

Jumlah

Jumlah karya siswa

40

40

21

40

20

21

40

40

22

284 karya siswa
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B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,

penulis melihat ada beberapa hal yang akan

diangkat menjadi masalah yakni sebagai berikut:

a. Kemajuan IPTEK menuntut guru untuk meningkatkan

kemampuan dirinya, sehingga mereka dapat selalu

menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu

pengetahuan yang sangat cepat diera pembangunan

seperti sekarang ini.

b. Guru-guru SLTP maupun SMU di Propinsi Bengkulu

yang ingin meningkatkan kemampuannya terhadang

oleh berbagai kendala seperti : (a) sulitnya

membagi waktu antara melaksanakan tugasnya

sebagai guru sekaligus mengikuti perkuliahan di

beberapa PTS yang ada di Bengkulu; (b) faktor

biaya yang dirasa masih sangat memberatkan; (c)

faktor jarak tempuh yang relatif jauh dari

tempat mereka bekerja ke LPTK terdekat; (d)

kesulitan mencari program studi yang sesuai

dengan disiplin ilmunya.

c. Peningkatan kualifikasi melalui Program Penye

taraan SI Dalam Jabatan yang diadakan oleh

Proyek PGSM Dirjendikti diharapkan dapat

mengakomodir harapan para guru serta menjadi

salah satu jalan keluar dari masalah yang

dihadapi guru dilapangan sehingga mereka tanpa

harus meninggalkan tugas pokoknya sebagai guru

sekaligus juga dapat menambah ilmu pengetahuan

melalui program penyetaraan tersebut.

2. Rumusan masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak

terlalu meluas, maka perlu adanya pembatasan

masalah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk

membatasi ruang lingkup dalam pembahasannya nanti

hingga penelitian dapat terarah dan berhasil
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sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun

masalah yang diharapkan dapat dijawab melalui

serangkaian kegiatan penelitian nanti adalah

difokuskan sebagai berikut: "Apakah Pelaksanaan

Program Penyetaraan SI Dalam Jabatan dalam rangka

meningkatkan Kualifikasi Guru-Guru SLTP Man SMU di

Propinsi Bengkulu sudah dilaksanakan secara

efektif?"

3. Pertnnyaan penelitian

Permasalahan pokok di atas dapat dijabarkan

menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah koordinasi dan kerja sama antara

FKIP Universitas Bengkulu dengan Kanwil

Depdikbud Propinsi Bengkulu dalam melaksanakan

Program Penyetaraan SI Dalam Jabatan di

Propinsi Bengkulu?

a. Hal-hal apa saja yang menjadi landasan

terlaksananya Program Penyetaraan SI Dalam

Jabatan di FKIP Universitas Bengkulu?

b. Bagaimana kinerja yang ditampilkan oleh

FKIP Universitas Bengkulu dan Kanwil

Depdikbud Propinsi Bengkulu dalam hal :(1)

Rekrutmen mahasiswa; (2) Pengorganisasian

pengelolaan program; (3) Pengelolaan

akademik; (4) Izin belajar mahasiswa?
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2. Dengan adanya Program Penyetaraan SI Dalam

Jabatan yang dilaksanakan di FKIP Universitas

Bengkulu, keberhasilan seperti apa yang ingin

dicapai oleh :

a. Pengelola program penyetaraan

b. Staf pengajar penyetaraan

c. Mahasiswa peserta penyetaraan

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi variasi

efektivitas pengelolaan Program Penyetaraan SI

Dalam Jabatan di FKIP Universitas Bengkulu baik

berupa :

1). Faktor internal

2). Faktor eksternal

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mendeskripsikan bagaimana koordinasi dan

kerjasama antara FKIP Universitas Bengkulu

dengan Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu

didalam pengelolaan Program Penyetaraan SI

Dalam Jabatan di Propinsi Bengkulu.

b. Mengetahui sampai sejauhmana keberhasilan yang

ingin dicapai dalam pengelolaan Program

Penyetaraan SI Dalam Jabatan di FKIP

Universitas Bengkulu.
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c. Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi

efektivitas pengelolaan Program Penyetaraan SI

Dalam Jabatan di FKIP Universitas Bengkulu.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk:

a. Bahan masukan bagi FKIP Universitas Bengkulu

dan Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu dalam

rangka memperbaiki kelemahan yang telah

terjadi selama program ini dilaksanakan serta

sekaligus meningkatkan kerjasama dalam

berbagai program pendidikan.

b. Bahan referensi bagi para pengelola program,

terutama yang mempunyai tujuan untuk

meningkatkan kemampuan guru.

c. Memperluas wawasan peneliti tentang bagaimana

suatu program yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan guru dapat dilaksanakan

secara efektif.

D. Kerangka Pikir dan Ruang Lingkup Penelitian

Kerangka penelitian ialah cara berpikir

peneliti dalam memahami realitas objek yang

ditelitinya. Aspek realitas objek yang diteliti

sangat ditentukan oleh konsepsi dasar yang dipilih

peneliti dalam bentuk kerangka pemikiran dan asumsi

yang dirumuskan peneliti. Beberapa asumsi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :
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1. Efektivitas pengelolaan merupakan salah satu kunci

dari keberhasilan mencapai tujuan dari suatu

program yang sedang dilaksanakan. Ini sejalan

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Etzioni

(1982:12) bahwa :" Efektivitas organisasi diukur

dari tingkat sejauh mana ia berhasil mencapai

tujuannya". Sedangkan Engkoswara (1987:42)

berpendapat bahwa dalam dunia pendidikan

efektivitas dapat dilihat dari: (a) masukan yang

merata; (b) keluaran yang banyak dan bermutu

tinggi; (c) ilmu dan keluaran yang gayut dengan

kebutuhan masyarakat yang sedang membangun; (d)

pendapatan tamatan atau luaran yang memadai.

2. Penataan sumber daya manusia (personil guru)

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

administrasi pendidikan. Kegiatan tersebut

meliputi: kegiatan merekrut, mengembangkan,

memberi kompensasi, dan memotivasi guru supaya

berupaya mencapai tujuan pendidikan, membimbing

guru agar berprestasi dalam bekerja, mengembangkan

karir guru secara maksimal dan menyelaraskan

tujuan individu dengan tujuan organisasi

(Castetter, 1981). Sedangkan Tilaar (1992)

berpendapat bahwa guru sebagai seorang pendidik

sangat memerlukan program pengayaan yang

berkelanjutan guna meningkatkan profesinya.

Selanjutnya akan digambarkan ruang lingkup

penelitian yang menjadi fokus penelitian ini :

 



RUANG LINGKUP PENELITIAN

UUNo. 2/1989
PP 29/1990
PP 38/1992

I

TENAGA KEPENDIDIKAN

DAN PBNGBMBANGANNYA

12

/
KANWIL DEPDIKBUD

PROP. BENGKULU
PENGELOLAAN

PGSM

LPTK/

FKIP UMVERSITAS

BENGKULU

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN

PENYETARAAN SI DALAM

JABATAN

PENINGKATAN KUALIFIKASI

GURU SLTP/SMU
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Ruang lingkup penelitian seperti yang

digambarkan pada bagan tersebut adalah mengacu kepada

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistim

Pendidikan Nasional yang juga merupakan suatu

keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan

kegiatan pendidikan yang berkait satu dengan lainnya

untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan

nasional.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 16

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim

Pendidikan Nasional telah ditetapkan Peraturan

Pemerintah No. 29 Tahun 1990 yang mengatur Pendidikan

Menengah. Didalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No.

29 Tahun 1990 tersebut, dibahas tentang pengadaan,

pendayagunaan, serta pengembangan tenaga

kependidikan.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 sebagai

pelaksanaan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1989,

mengatur tentang tenaga kependidikan. Dalam pasal 29,

30, 31 dan 32, secara tegas diatur tentang

pengembangan kemampuan profesional tenaga

kependidikan.

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, melalui

Bagian Proyek Pengembangan Guru Sekolah Menengah,

menyediakan beasiswa Program Penyetaraan SI melalui

pendidikan dalam jabatan dalam berbagai bidang studi

diperuntukan bagi semua guru SLTP dan SMU yang telah

mempunyai ijazah D3.

Ditingkat daerah, Kantor Wilayah Departemen
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Pendidikan dan Kebudayaan diberi wewenang untuk

mengeluarkan izin belajar bagi guru-guru SLTP dan SMU

yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Program

Penyetaraan SI Dalam Jabatan.

FKIP Universitas Bengkulu sebagai salah satu

LPTK, ditunjuk untuk melaksanakan Program Penyetaraan

SI Dalam Jabatan untuk wilayah Propinsi Bengkulu.

Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antara FKIP

Universitas Bengkulu dengan pihak Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Bengkulu dalam melaksanakan program tersebut agar

dapat berjalan sesuai dengan harapan.

FKIP Universitas Bengkulu dengan segala

kemampuan sumber daya yang dimilikinya berupaya untuk

melaksanakan Program Penyetaraan SI Dalam Jabatan

tersebut. Agar pelaksanaan Program Penyetaraan SI

Dalam Jabatan tersebut dapat dilaksanakan secara

baik, maka semua komponen organisasi yang terlibat

dalam program tersebut satu sama lain harus dapat

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Kerjasama antar komponen yang ada dalam

organisasi (FKIP Universitas Bengkulu) hendaknya

selalu mengacu kepada adanya tujuan pokok dari

program yang sedang dilaksanakan oleh organisasi

tersebut. Untuk itu diperlukan koordinasi, komunikasi

dari semua unsur yang terlibat dalam kegiatan

tersebut. Agar itu semua bisa berjalan dengan mulus

diperlukan satu kesamaan pandang dalam mencapai

tujuan organisasi.

 




